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ABSTRACT
Local regulations are local regulations that are established by local specificities 
recognized by the Constitution of the Republic of Indonesia-1945 as part of their 
decentralization. Local regulations can not contradict the legislation of higher order 
not to cause a result of the cancellation. This cancellation is the authority of the central 
government in relation to the unitary state. Supervision by the central government there 
are two models of preventive supervision and oversight repesif. Cancellation regulatory 
oversight repesif area is conducted on local government. Cancellation Provincial Regulation 
made by the President and the Minister of the Interior gave rise to a dualism. For it will be 
discussed on How cancellation arrangements are made with the Provincial Regulations and 
Regulations Presidential Decree of the Minister of the Interior? 2. What is the legal effect 
of the cancellation of Provincial Regulation by Presidential Decree and the Regulation of 
the Minister of the Interior? The issues discussed using normative research by using the 
approach of legislation, the legal concept analysis approach, in order to obtain answers 
that dualism cancellation provincial regulations stipulated in several laws including Law 
No. 32 Year 2004 on Regional Government, Law No. 28 year 2009 on Local Taxes and 
levies, Government Regulation No. 79 Year 2005 on Guidelines Direction and Control of 
Local Government, Minister of the Interior No. 1 Year 2014 on the Establishment of the 
Regional law Products stating that the authority of the cancellation of regulations made 
by the President of the instrument while the Presidential Decree cancellation made by the 
Minister of the Interior was limited to cancellation Draft Regional Regulation on stage 
during the evaluation of preventive supervision and legal consequences caused by the dualism 
cancellation of local regulations are different between cancellation made by the President 
and minister of Interior. Cancellation is cancellation of its President in the field of executive 
interim final cancellation made by the Minister of the Interior if the local government to 
enforce the local regulations canceled Interior Minister will ask the cancellation to the 
President.
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I. PENDAHULUAN
I.1.  Latar Belakang Masalah
Pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 
Dasar Negara Republk Indonesa Tahun 
1945 (selanjutnya dsngkat UUDNRI Tahun 
1945) menyatakan Negara Kesatuan Republk 
Indonesa dbag atas daerah-daerah provns 
dan daerah provns tu dbag atas kabupaten 
dan kota, yang tap-tap provns, kabupaten, 
dan kota tu mempunya pemerntahan 
daerah, yang datur dengan undang-
undang. Pada pasal n juga menekankan 
pemerntah dwajbkan melaksanakan asas 
desentralsas, dekonsentras dan tugas 
pembantuan yang semuanya datur dengan 
Undang-Undang organk.2 Salah satunya 
adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerntahan Daerah, yang telah 
dgant dan dcabut dengan Undang-undang 
No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerntahan 
Daerah (Lembaran Negara Republk 
Indonesa Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republk Indonesa 
Nomor 5587), (selanjutnya dsngkat UU 
No. 23 Thn 2014).
Dengan adanya suatu pengakuan serta 
pengaturan yang secara khusus mengatur 
tentang pemerntahan daerah dan sebaga 
suatu daerah otonom terutama pengakuan 
terhadap pemerntahan daerah provns 
maka untuk tu dperlukan adanya suatu 
aturan yang secara khusus mengatur daerah 
yang mempertmbangkan kekhususan 
yang menjadkan daerah memlk payung 
hukum untuk memngembangkan daerah 
berdasarkan pada potens yang dmlk suatu 
daerah serta memberkan legtmt tndakan 
yang dlakukan oleh pemerntah daerah 
dalam rangka memajukan serta memberkan 
payung hukum tndakan pemerntah daerah. 
Peraturan n tentunya adalah Peraturan 
Daerah (Perda), sebaga produk legslatf 
daerah. Perda sebaga produk hukum d 
daerah, hendaknya mampu mengarahkan 
masyarakat daerah ke arah yang lebh bak 
dan mampu mengayom masyarakat. 
Mengngat perda merupakan salah satu 
jens hrark peraturan perundang-undangan 
sebagamana tertuang pada Undang-Undang 
No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
negara Republk Indonesa Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republk Indonesa Nomor 5234), 
(selanjutnya dsngkat UU PPPU) Pasal 7 
ayat (1) Perundang-undangan terdr atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara 
Republk Indonesa Tahun 1945;
b. Ketetapan Majels Permusyawaratan 
Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerntah 
Penggant Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerntah;
e. Peraturan Presden;
f. Peraturan Daerah Provns; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Maka dalam pembentukannya pun 
harus menyesuakan dengan pengaturan 
mengena mater muatan sepert halnya 
Undang-undang sebagamana yang datur 
2 Soehno, 1991, Hukum Tata Negara Perkembangan 
Otonomi Daerah, Yogyakarta, Eds Pertama, Cetakan 
Pertama, BPFE, h. 16.
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pa Pasal 14 UU PPPU menentukan mater 
muatan Peraturan Daerah Provns dan 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bers 
mater muatan dalam rangka penyelenggaraan 
otonom daerah dan tugas pembantuan serta 
menampung konds khusus daerah dan/atau 
penjabaran lebh lanjut Peraturan Perundang-
undangan yang lebh tngg.
Pengawasan yang dlakukan oleh 
Pemerntah Pusat kepada Pemerntah Daerah 
terdapat dua bentuk yakn, pengawasan 
preventf dan pengawasan represf. 
Pengawasan preventf melalu tahap evaluas 
kepada Rencana Perda (Ranperda) Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pajak 
daerah dan retrbus daerah serta Peraturan 
Daerah Tata Ruang kn dtambah dengan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah yang selanjutnya dsngkat RPJPD, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah yang selanjutnya dsngkat RPJMD, 
serta penambahan terhadap Pembatalan 
yang menjad kewenangan Gubernur apabla 
Gubernur tdak melaksanakannya kemudan 
akan dambl alh oleh Menter Dalam 
Neger serta keberatan pembatalan yang 
dlakukan Gubernur terhadap Kabupaten/
Kota dlakukan oleh Pemerntah dalam 
hal n adalah Menter Dalam Neger. 
Sementara pengawasan represf dlakukan 
oleh Pemerntah terhadap seluruh Peraturan 
Daerah Provns dan Kabupaten/Kota 
yang pada dasarnya sesudah dlakukannya 
pengawasan preventf.
Adanya Pasal 145 ayat (3) UU No. 
32 Thn 2004 Keputusan pembatalan Perda 
sebagamana dmaksud pada ayat (2) 
dtetapkan dengan Peraturan Presden palng 
lama 60 (enam puluh) har sejak dtermanya 
Perda sebagamana dmaksud pada ayat (1). 
Kewenangan Presden dalam membatalkan 
perda dengan nstrumen Peraturan Presden 
(Perpres) serta dengan adanya kewenangan 
Mendagr yang datur pada Pasal 185 UU 
No. 32 Thn 2004 dan Pasal 251 UU No. 
23 Thn 2014 merupakan kewenangan 
dalam katannya proses evaluas Ranperda 
dengan pengawasan secara preventf, tetap 
dengan adanya Pasal 90 ayat (3) dan (4) 
Permendagr 1 Thn 2014 yang menyatakan 
Hasil klarifikasi Perda sebagaimana 
dmaksud pada ayat (2), apabla tdak sesua 
dengan hasl evaluas maka Perda dmaksud 
dbatalkan oleh Menter Dalam Neger. 
Hal n menmbulkan dualsme Pembatalan 
Peraturan Daerah provns.
Dalam pembatalan perda berkatan 
pengawasan secara represf terdapat dua 
model pembatalannya yang dlakukan oleh 
pemerntah pusat. 
1. Pembatalan oleh Presden dengan 
Peraturan Presden terhadap seluruh 
perda tanpa terkecual.
2. Pembatalan oleh Menter Dalam 
Neger dengan Peraturan Menter 
Dalam Negeri pada tahap  klarifikasi 
bentuknya sudah Perda APBD, Pajak 
daerah dan retrbus daerah dan perda 
tata ruang provns serta penambahan 
terhadap RPJPD dan RPJMD serta 
pembatalan Perda Kabupaten/Kota 
yang tdak dbatalkan oleh Gubernur 
serta keberatan Pemerntah Kabupaten/
Kota terhadap Perda yang dbatalkan 
oleh Gubernur. 
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Berdasarkan latar belakang masalah 
yang telah penuls ungkapkan sebelumnya, 
maka penuls tertark untuk menelt masalah 
hukum n dalam bentuk jurnal lmah yang 
berjudul: “DUALISME PEMBATALAN 
PERATURAN DAERAH PROVINSI 
DENGAN PERATURAN PRESIDEN 
DAN PERATURAN MENTERI DALAM 
NEGERI”.
I.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang 
masalah yang telah dungkapkan sebelumnya, 
rumusan masalah yang akan dbahas pada 
peneltan n yakn berkatan dengan :
1. Bagamanakah pengaturan pembatalan 
Perda Provns yang dlakukan dengan 
Peraturan Presden dan Peraturan 
Menter Dalam Neger?
2. Apakah akbat hukum pembatalan 
Perda dengan Peraturan Presden dan 
Peraturan Menter Dalam Neger?
I. Tujuan Penelitian
Tujuan darpada peneltan n 
dmaksudkan untuk mengetahu adanya 
dualsme Pembatalan Perda Provns yang 
dlakukan oleh Presden dengan nstrumen 
Peraturan Presden dan Menter Dalam 
Neger dengan nstrumen Peraturan Menter 
Dalam Neger. Sehngga memberkan 
penjelasan pejabat dan bentuk pembatalan 
perda tu sendr,  dengan harapan semua 
daerah memlk pemahaman bahwa perda 
yang dbentuk oleh pemerntah daerah 
tdaklah dawas oleh oleh pemerntah pusat 
sekalpun pemerntah daerah memlk 
kewenangan untuk membentuk perda juga 
memberkan penjelasan bahwa daerah 
juga dapat mengajukan perlawan dengan 
mengajukan suatu keberatan terhadap 
pembatalan perda.
II. Metode Penelitian
Pada peneltan n merupakan suatu 
jens peneltan normatf yang dmana 
peneltan hukum normatf, yang mencakup 
peneltan terhadap asas-asas hukum, 
peneltan terhadap sstematka hukum, 
peneltan terhadap taraf snskronsas hukum, 
peneltan sejarah hukum, dan peneltan 
perbandngan hukum.3 Salah satunya 
adalah snkronsas hukum akbat adanya 
dualsme pembatalan perda yang dlakukan 
oleh pemerntah pusat dengan Peraturan 
Presden dan Peraturan Menter Dalam 
Neger. Pada peneltan n mempergunakan 
pendekatan Pendekatan yang dpergunakan 
dalam peneltan n adalah pendekatan 
perundang-undangan, Pendekatan kasus 
(cases approach), dan Pendekatan analss 
konsep hukum (Analitical and Conceptual 
Approach). Dengan mempergunakan bahan 
hukum prmer, bahan hukum sekunder dan 
bahan hukum terter yang dkumpulkan 
mempergunakan teknk kartu dan snowball 
method, yang selanjutnya danalss teknk 
deskrps, teknk argumentas, teknk 
sstematsas. 
3 A. Mukte Fajar dan Yulanto Ahmad, 2009, Dualisme 
Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka 
Pelajar, Yogyakarta. h. 153.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pengaturan Pembatalan Perda 
Provinsi Yang Dilakukan Dengan 
Peraturan Presiden dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri
Konseps pemerntahan daerah 
bukanlah dalam artan sebuah lembaga, 
melankan menunjuk pada tempat proses 
penyelenggaraan urusan atau tugas negara, 
yakn d daerah sebaga perpanjangan 
penyelenggaraan pemerntahan oleh 
Pemerntah Pusat.4 Setelah lahrnya otonom 
daerah, dalam rangka untuk menampung 
aspras masyarakat d daerah, kepentngan 
umum dalam penafsrannya harus 
dsesuakan dengan masyarakat setempat, 
skap pemerntah tdak dbenarkan secara 
parsal memhak bag golongan tertentu saja, 
tetap dlakukan secara menyeluruh untuk 
kepentngan masyarakat.5
Salah satu prnsp penyelenggaraan 
pemerntahan d daerah adalah untuk 
menngkatkan dayaguna dan haslguna 
penyelenggaraan pemerntahan, 
terutama dalam tujuan otonom derah 
yakn pelaksanaan pembangunan dan 
layanan terhadap masyarakat serta untuk 
menngkatkan pembnaan kestablan poltk 
dan kesatuan bangsa.6 Hubungan pusat dan 
daerah yatu dalam hal pengawasan. Secara 
termnologs stlah pengawasan dsebut 
juga dengan stlah controlling, evaluating, 
appraising, correcting maupun control.7
Peraturan daerah yang menympang 
dar hukum dapat setap saat dbawakan 
ke Mahkamah Agung untuk dapat 
dnyatakan tdak mengkat secara hukum 
oleh Mahkamah Agung.8 Pengendalan 
pemerntah pusat terhadap daerah melalu 
nstrumen pengawasan, yang bak langsung 
maupun tdak langsung telah menyeret fungs 
pemerntah sebaga badan eksekutf masuk 
ke ranah fungs yudsal yang lazmnya 
menjad otortas badan yudkatf.9
Telah banyak peraturan daerah yang 
dbatalkan, pembatalan n dkarenakan 
sepert yang tertuang dalam Pasal 136 
ayat (4) UU No. 32 Thn 2004 lama, Perda 
sebagamana dmaksud pada ayat (1) 
dlarang bertentangan dengan kepentngan 
umum dan/atau peraturan perundang-
undangan yang lebh tngg. Mengena 
bertentangan dengan peraturan perundang-
undngan yang lebh tngg sepert Undang-
undang/Peraturan Pemerntah Penggant 
Undang-undang, Peraturan Pemerntah 
dan  Peraturan Presden. Berkatan dengan 
bertentangan dengan kepentngan umum 
berdasarkan Penjelasan Pasal 136 ayat (4) 
UU No. 32 Thn 2004 adalah kebjakan 
4 I Made Arya Utama, 2007, Hukum Lingkungan, 
Pustaka Sutra, Denpasar, h. 37.
5 Adran Suted, 2007, Implementas Prnsp Kepentngan 
Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, 
Sinar Grafika, Jakarta, h. 49.
6 H. A. W. Wdjaja, 2005, Penyelenggaraan Otonomi 
di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 208. 
7 Muh Fauzan, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah 
Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat 
Dan Daerah, UII Press, Yogyakarta, h. 90.
8 Jmly Asshddqe, 2006, Hukum Acara Pengujian 
Undang-Undang, Konsttus Press, Jakarta, h. 38.
9 Wdodo Ekathahjana, 2008, Pengujian Peraturan 
Perundang-Undangan Dan Sistem Peradilannya 
di Indonesia, Pustaka Sutra, Jakarta, h. 37.
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yang berakbat terganggunya kerukunan 
antar warga masyarakat, kebjakan yang 
berakbat terganggunya pelayanan umum, 
dan kebjakan yang berakbat terganggunya 
ketentraman/ketertban umum serta 
kebjakan yang bersfat dskrmnatf. Pada 
UU No. 23 Thn 2014 Pasal 250
(1) Perda dan Perkada 
sebagamana dmaksud dalam Pasal 249 
ayat (1) dan ayat (3) dlarang bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebh tngg, kepentngan 
umum, dan/atau kesuslaan.
(2) Bertentangan dengan kepentngan 
umum sebagamana dmaksud pada 
ayat (1) melput:
a. terganggunya kerukunan antarwarga 
masyarakat;
b. terganggunya akses terhadap pelayanan 
publk;
c. terganggunya ketenteraman dan 
ketertban umum;
d. terganggunya kegatan ekonom 
untuk menngkatkan kesejahteraan 
masyarakat; dan/atau
e. dskrmnas terhadap suku, agama dan 
kepercayaan, ras, antar-golongan, dan 
gender.
Pengawasan terhadap segala tndakan 
pemerntahan daerah, termasuk juga produk 
hukum daerah menurut sfatnya dgolongkan 
menjad :
1. Pengawasan umum
2. Pengawasan preventf
3. Pengawsan represf.10
Pembatalan peraturan Daerah yang 
datur pada No. 32 Thn 2004, Pasal 145 
UU merupakan kewenangan Presden 
untuk membatalkan Perda yang merupakan 
tndakan dalam rangka pengawasan secara 
represf. Ketentuan Pasal 185 member 
wewenang kepada Menter Dalam Neger 
membatalkan Raperda Provns tentang 
APBD dan Peraturan Gubernur tentang 
Penjabaran APBD yang bertentangaran 
dengan kepentngan umum atau perataturan 
perundang-undangan yang lebh tngg 
setelah Gubernur tdak mengndahkan hasl 
evaluas. Jka membedah UU No. 32 Thn 
2004 sebaga dasar pembatalan perda maka 
yang akan dapat dtemukan dalam UU No. 
32 Thn 2004 n adalah :
1. Mengatur mengena pembatalan perda 
provns dengan nstrumen hukum 
pembatalannya adalah Peraturan 
Presden terhadap seluruh Perda 
bak Perda Provns maupun Perda 
Kabupaten/Kota kecual Perda APBD, 
Perda pajak daerah dan retrbus daerah 
dan perda RTRW, Provns maupun 
Kabupaten/Kota, sebagamana yang 
damanatkan pada Pasal 145.
2. Mengatur mengena pembatalan 
Raperda Provns terbatas pada 
Raperda APBD, Pajak daerah dan 
retrbus daerah dan RTRW dengan 
melalu tahap evaluas terlebh dahulu 
oleh Mendagr, sebagamana yang 
dmaksud pada Pasal 185, dengan 
nstrumen hukumnya yakn Peraturan 
Menter Dalam Neger.10 Irawan Soetjto, 1993, Pengawasan terhadap 
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, 
Bna Aksara, Jakarta, h. 11
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3. Mengatur mengena pembatalan 
Raperda Kabupaten/Kota terbatas 
pada Raperda APBD, Pajak daerah dan 
retrbus daerah dan RTRW dengan 
melalu tahap evaluas terlebh dahulu 
oleh Gubernur sebagamana yang 
dmaksud pada Pasal 186.
Dundangkannya UU No. 23 Thn 
2014 Tentang Pemerntahan Daerah maka 
dengan tu UU No. 32 Thn 2004 Tentang 
Pemerntahan Daerah tdak berlaku 
kembal, oleh karenanya aturan-aturan 
mengena pemerntahan daerah yang mash 
mengacu pada UU No. 32 Thn 2004 harus 
menyesuakan kepada UU No. 23 Thn 
2014. Terdapat perbedaan dan persamaan 
pengaturan mengena pembatalan perda 
yang datur pada masng-masng Undang-
undang tersebut. 
Pasal 245 n menentukan bahwa 
Menter Dalam Neger memlk 
kewenangan dalam rangka mengevaluas 
Ranperda Provns yang mengatur tentang 
RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 
pajak daerah, retrbus daerah dan tata ruang 
daerah, yang mana terdapat penambahan 
yakn berkatan dengan RPJPD dan RPJMD 
yang pada UU No. 32 Thn 2004 tdak 
datur.
Pasal 251 dengan tegas menjabarkan 
kewenangan Menter Dalam Neger 
yang berkatan dengan pembatalan perda 
provns serta perda kabupaten/kota apabla 
Gubernur yang memlk kewenangan 
untuk membatalkan perda tersebut tdak 
melakukan pembatalan. Mendagr juga 
memlk kewenangan untuk menerma 
keberatan penyelenggara Kabupaten/Kota 
terhadap pembatalan Perda yang dlakukan 
leh Gubernur, kewenangan Mendagr n 
sangatlah lebh besar jka dbandngkan saat 
pengaturanya pada UU No. 32 Thn 2004.
Pembatalan terhadap Ranperda 
RPJPD dan RPJMD Provns merupakan 
kewenangan baru yang dmlk Mendagr 
sebagamana yang datur pada Pasal 267-269 
UU No. 23 Thn 2014 karena sebelumnya 
pada UU No. 32 Thn 2004 pengaturan 
pembatalan Ranperda n tdak pernah ada.
Ketentuan mengena Pasal 314 dan 
324 UU No. 23 Thn 2014 merupakan 
kewenangan Mendagr dalam melakukan 
evaluas terhadap APBD yang dajukan oleh 
Gubernur, serta Pajak Daerah dan Retrbus 
Daerah sepert halnya yang terdapat pada 
UU No. 32 Thn 2004 pada saat evaluas 
dlakukan oleh Mendagr pembatalannya 
sfatnya mash preventf.
Peraturan Pemerntah No. 79 Thn 
2005 mengatur mengena pejabat yang 
memlk kewenangan pembatalan Perda, 
bentuk hukum pembatalan perda dan produk 
hukum daerah yang dbatalkan. Lebh lanjut 
pengaturan mengena pembatalan Perda dapat 
djumpa pada Pasal 37 sampa dengan Pasal 
42.Mendagr dapat membatalkan Raperda 
Provns yang dajukan oleh Gubernur untuk 
Raperda APBD, Pajak daerah dan Retrbus 
daerah dan RTRW setelah melalu tahapan 
evaluas dan membatalakan Perda Provns 
berkatan dengan APBD, Pajak Daerah dan 
Retrbus daerah dan RTRW setelah melalu 
tahapan Klarifikasi melalui Peraturan 
Menter
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Permendagr 1 Tahun 2014 mengatur 
sebaga berkut:
1. Istlah pengawasan represf yang telah 
lazm dsebutkan sebaga pengawasan 
setelah sahnya peraturan dgant 
dengan istilah klarifikasi.
2. Wewenang melaksanakan klarifikasi 
terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/
Kota dan Peraturan Bupat/ Wlkota 
yang sebelumnya menurut PP No. 
79 Thn 2005 merupakan wewenang 
Mendagr, dlmpahkan kepada 
Gubernur.
Berdasarkan pengaturan pada Pasal 76 
sampa dengan Pasal 80 Permendagr No. 1 
Thn 2014 merupakan pengaturan mengena 
tahapan evaluas Raperda Provns berkatan 
dengan APBD, Pajak daerah dan Retrbus 
daerah yang devaluas oleh Mendagr dengan 
berkoordnas dengan Menter keuangan dan 
Perda RTRW oleh Menter Dalam Neger 
dengan berkoordnas dengan Menter yang 
membdang urusan tata ruang. Apabla hasl 
evaluas menunjukan penolakan terhadap 
raperda yang dajukan oleh Gubernur 
Menter Dalam Neger membatalkan Perda 
dan Peraturan Gubernur dengan Peraturan 
Menter.
Pengaturan Klarifikasi sebagai bentuk 
pengawasan represf pemerntah pusat 
kepada pemerntah daerah untuk Provns 
untuk Perda APBD, pajak daerah dan 
retribusi daerah dan RTRW hasil klarifikasi 
dapat berbentuk persetujuan bahwa Perda 
Provns dnyatakan tdak bertentangan 
dengan kepentngan umum dan peraturan 
perundang-undangan yang lebh tngg 
atau perda provns tersebut dnyatakan 
bertentangan dengan kepentngan umum 
dan peraturan perundang-undangan yang 
lebh tngg yang selanjutnya Mendagr 
membatalkan Perda Provns tersebut dengan 
Peraturan Mendagr dan memnta daerah 
untuk melakukan penyempurnaan dan/
atau mencabut perda yang telah dbatalkan 
tersebut. Akan tetap jka pemerntah daerah 
tidak mengindahkan hasil klarifikasi dan 
tetap menetapkannya menjad Perda maka 
Mendagr akan  memnta kepada Presden 
untuk membatalkan Perda tersebut.
b. Akibat Hukum Pembatalan Perda 
Dengan Peraturan Presiden Dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Kewenangan dalam art yurds 
yang dberkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk menmbulkan 
akbat-akbat hukum.11 Sepert yang kta 
ketahu  atrbus delegas dan mandat 
merupakan sumber kewenangan yang 
pentng dalam negara demokras yang 
salah satu asasnya menekankan tndak 
pemerntahan harus ddasarkan atas hukum. 
Asas demkan lazmnya dsebut asas 
legaltas atau Rechtmatigheid van bestuur.12
Berbcara mengena pembatalan 
merupakan suatu tndakan hukum 
pemerntahan yang memberkan akbat 
hukum serta menmbulkan hak dan kewajban. 
Pembatalan Perda Provns yang sfatnya 
11 Indrohato, 1991, Usaha Memahami Undang-
UndangTentang Peradilan tata Usaha Negara, 
Pustaka Snar Harapan, Jakarta, h. 68.
12 SF. Marburn, 1997, Peradilan Administrasi Negara 
dan Upaya Administrasi di Indonesia, Lberty, 
Yogyakarta, h. 158.
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represf bukan lag yang sfatnya preventf 
akan mengerucut pada pembatalan yang 
dlakukan oleh Presden dengan nstrumen 
Peraturan Presden terhadap seluruh Perda 
dan Pembatalan yang dlakukan oleh 
mendagr terhadap Perda APBD, pajak 
daerah dan retrbus daerah serta tata ruang 
daerah kemudan dtambah dengan RPJPD, 
RPJMD serta pembatalan terhadap perda 
Kabupaten/Kota yang tdak dbatalkan oleh 
Gubernur dengan Permendagr pada UU No. 
32 Thn 2004 yang sekarang pembatalannya 
menggunakan nstrumen Keputusan Menter 
Dalam Neger sebagamana yang datur 
pada UU No. 23 Thn 2014. Tndakan hukum 
merupakan suatu tndakan yang dmaksudkan 
untuk mencptakan hak dan kewajban.13 
Tndak pemerntahan berdasarkan 
atas hukum adalah tndakan-tndakan 
yang mempunya pengaruh hukum secara 
langsung, atau tndakan yang dmaksudkan 
untuk menmbulkan akbat hukum secara 
langsung.14 Pembatalan yang dlakukan 
oleh Presden tersebut akan menmbulkan 
akbat hukum bahwa perda yang dajukan 
oleh Pemerntah Provns dan Pemerntah 
Kabupaten/Kota batal dan tdak memlk 
kekuatan hukum yang mengkat dan 
Pemerntah Daerah harus mencabut dan 
tdak memberlakukan kembal perda yang 
dbatalkan tersebut. Mengngat eksekutif 
review berakhr pada keputusan yang 
dberkan oleh Presden. Pembatalan yang 
dlakukan oleh Presden n juga dlakukan 
kepada Perda APBD, Pajak Daerah dan 
Retrbus Daerah dan Tata Ruang Daerah 
saat pemerntah daerah tdak menndak 
lanjuti hasil klarifikasi yang dilakukan oleh 
Mendagr serta tetap memberlakukan perda 
tersebut maka Mendagr akan memohonkan 
pembatalan yang dtujukan kepada Presden 
untuk membatalkan Perda tersebut, hal n 
datur pada Pasal 95 ayat (1) Permendagr 
No. 1 Thn 2014.
Apabla Pemerntah Daerah berskukuh 
untuk menolak keputusan pembatalan 
tersebut sebagamana yang datur pada Pasal 
145 ayat (5) Apabla provns/kabupaten/kota 
tdak dapat menerma keputusan pembatalan 
Perda sebagamana dmaksud pada ayat (3) 
dengan alasan yang dapat dbenarkan oleh 
peraturan perundang-undangan, kepala 
daerah dapat mengajukan keberatan kepada 
Mahkamah Agung. 
Sementara pada UU No. 23 Thn 2014 
Presden hanya memlk kewenangan untuk 
memberkan keputusan atas keberatan 
pembatalan Perda yang dajukan oleh 
Pemerntah Provns terhadap pembatalan 
yang dalakukan oleh mendagr. 
Sebagamana datur pada Pasal 251 ayat 
(7) Dalam hal penyelenggara Pemerntahan 
Daerah provns tdak dapat menerma 
keputusan pembatalan Perda Provns dan 
gubernur tdak dapat menerma keputusan 
pembatalan peraturan gubernur sebagamana 
dmaksud pada ayat (4) dengan alasan yang 
dapat dbenarkan oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan, gubernur dapat 
mengajukan keberatan kepada Presden 
13 Rdwan, HR. 2011, Hukum Administrasi Negara, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, h.11.
14 I G. N. Warocana, 2006, Tindak Pemerintahan (Suatu 
Orientasi Singkat, Fakultas Hukum Unverstas 
Udayana, Denpasar, h. 7.
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palng lambat 14 (empat belas) Har sejak 
keputusan pembatalan Perda atau peraturan 
gubernur dterma.
Pembatalan perda yang dlakukan oleh 
Mendagr yang sebelumnya pengaturannya 
pada UU No. 32 Thn 2004 merupakan semata-
mata pembatalan Ranperda terhadap APBD, 
Pajak Daerah dan Retrbus Daerah dan Tata 
Ruang Daerah yang merupakan tahapan 
evaluas dalam katannya melaksanakan 
pengawasan secara preventf sebagamana 
yang datur pada Pasal 185, memlk 
kewenangan pembatalan pada tahapan 
klarifikasi yang merupakan pengasawasan 
secara represf terhadap Perda APBD, Pajak 
Daerah dan Retrbus Daerah dan Tata 
Ruang Daerah sepert yang datur pada Pasal 
90 ayat (3) dan (4) Permendagr No. 1 Thn 
2014. Namun pembatalan yang mengacu 
pada Permendagr No. 1 Thn 2014 n 
hanya sebatas jka Pemerntah Daerah mau 
mencabut dan tdak memberlakukan kembal 
Perda yang dbatalkan oleh Mendagr, tetap 
jka Pemerntah Daerah tetap memberlakukan 
Perda yang dbatalkan tersebut sebagamana 
yang datur pada Permendagr tersebut 
Mendagr akan memohonkan pembatalan 
kepada Presden untuk membatalkan Perda 
yang dbatalkan tersebut. 
Dundangkannya UU No. 23 Thn 
2014 menjadkan kewenangan Mendagr 
bertambah tdak hanya sebatas pada 
melakukan evaluas Ranperda APBD, pajak 
daerah dan retrbus daerah serta tat ruang 
daerah yang sebelumnya datur pada UU 
No. 32 Thn 2004 juga mencakup mengena 
RPJPD dan RPJMD juga pembatalan Perda 
Kabupaten/kota yang tdak dbatalkan oleh 
Gubernur dan keberatan Pemerntah daerah 
terhadap pembatalan perda yang dlakukan 
oleh Gubernur. Akbat hukum yang 
dtumbulkan yakn hanya menmbulkan 
pembatalan yang sfatnya tetap jka 
pemerntah daerah secara langsung untuk 
mencabut dan tdak lag memberlakukan 
Perda yang dbatalkan oleh Mendagr, 
tetap jka pemerntah daerah berskukuh 
dan mengajukan keberatan kepada Presden 
terhadap pembatalan Perda yang dlakukan 
oleh Mendagr Keputusan Pembatalan 
Mendagr tersebut bsa saja tdak berlaku 
apabla Presden mengabulkan keberatan 
yang dajukan oleh Pemerntah Daerah. 
Mengngat keputusan Pembatalan Perda 
berada pada Presden selaku Pemegang 
kekuasaan Pemerntah.
IV. PENUTUP
4.1 Simpulan
1. Bahwa Pengaturan Pembatalan Perda 
yang dlakukan oleh Presden dapat 
dtemukan pada Pasal 145 ayat (2) 
dan (3), UU No. 32 Thn 2004, Pasal 
37 ayat (4) PP No. 79 Tahun 2005, 
serta Pasal 91 ayat (4) Permendagr 
No. 1 Tahun 2014, Pasal 251 ayat 
(7) UU No. 23 Thn 2014. Pengaturan 
Pembatalan perda yang dlakukan oleh 
Mendagr dapat dtemukan pada Pasal 
185 ayat (5) UU No. 32 Thn 2004, 
Pasal 40 ayat (2) PP 79 Tahun 2005 
dan Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 90 ayat 
(3) Permendagr 1 Thn 2014, Pasal 
245 ayat (1), Pasal 251 ayat (1), (3), 
(8), dengan dundangkannya UU No. 
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23 Thn 2014 maka UU No. 32 Thn 
2004 tdak berlaku kembal.
2. Bahwa akbat hukum yang dtmbulkan 
dengan Pembatalan yang dlakukan 
oleh Presden adalah Pemerntah 
Daerah harus mencabut dan tdak 
memberlakukan kembal Perda yang 
telah dbatalkan tersebut atau ketka 
tdak setuju dengan pembatalan 
yang dlakukan oleh Presden dapat 
mengajukan keberatan kepada 
Mahkamah Agung. Sementara bag 
pembatalan yang dlakukan oleh 
Mendagr Perda yang dbatlakan 
tersebut dnyatakan tdak berlaku 
dan dcabut tetap ketka Pemerntah 
daerah tdak mencabut dan tetap 
memberlakukan Perda yang dbatalkan 
tersebut perda tersebut mash berlaku 
sepnajang Presden tdak memberkan 
keputusan pembtalan perda tersebut 
berdasarkan permohonan yang 
dajukan oleh Mendagr.
4.2 Saran
1. Agar seluruh ranperda tanpa terkecual 
melalu tahapan evaluas untuk dtelt 
apakah suatu ranperda yang akan 
dbentuk oleh Pemerntah Daerah 
terjad pertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebh tngg 
dan/atau terjad pertentangan dengan 
kepentngan umum sehngga menjad 
jelas kewenangan Mendagr hanya 
terbatas pada proses preventf melalu 
tahap evaluas dan pada proses represf 
tetap menjad kewenangan Presden 
selaku pemerntahan pusat dan 
pemegang kekuasaan Pemerntahan.
2. Agar dengan dberlakukannya UU 
No. 23 Thn 2014 Pemerntah lebh 
cepat untuk membentuk peraturan 
pelaksananya agar dapat melakukan 
penyesuaaan serta dlakukan 
sosalsas ke daerah guna daerah 
lebh cepat untuk beradaptas sehngga 
tdak lag menmbulkan kerancuan dan 
kebngungan mengngat nduk dar 
pengaturan pemerntahan daerah telah 
dgant karena transs dar UU No. 
32 Tahun 2004 dan berubah ke UU 
No. 23 Thn 2014 akan memerlukan 
waktu menngat adanya perbedaan 
serta penambahan pengaturan baru 
yang mendasar tehadap pemerntahan 
daerah.
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